BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATIEERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 164
ayat (2) pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/ atau
antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan

Menimbang

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfser ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan Dampaknya, Pemerintah Daerah agar

menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

dan belanja prioritas lainnya;
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

Nomor 387/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah

Kabupaten Muara [Enim Pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran

2021;
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Mengingat

e

bahwa dalam pelaksanaan Penjnbaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran
2021 terdapat  Satuan  Kerja  Perangkat  Dacrah yang
mengusulkan pergeseran anggaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, ¢ dan d perlu menctapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor <2, Tambahan Lembaran

Negara Republile Indonesia Nomaor 6322);
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ietapkan

6. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 77 Tahun 2020
tentang . Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia Nomor

=]

17/PMK.O7/2021 tentang Pengelolaan Tranafer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2010
(Covid-19) dan Dampaknva ;
8. Keputusan jubernur Sumatera Selatan Nomor
387/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten
Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020

0

Nomor 10);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Pératuran Bupati Nomor 39 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Dacrah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2020 Nomor 59) yang telah diubah  dengan
Peraturan  Bupati Nomor 9 Tahun 2021  (Berita  Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 Nomor 9) diubah sebagai

Lerikut ;

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, schingga Pasal 3 berbunyi sebagai

beriloun
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Pasal 3
Anggaran Pendapatan  daerah  Tahun Anggaran 2021
direncanakan  sebesar Rp.  2.495.943.828.944,00 vyang
bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan transfer;dan

¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9, ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, schingga
Pasal 9 berbunyi scbagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 2.128.008.534.377,00 yang terdiri atas:

a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Anggaran  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 1.974.087.611.000,00:

(3) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 153.920.923.377,00 .

. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 11
Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp. 2.525.688.181.430,00 yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan
d. helanja transfer,

. Ketentuan Pasal 12, ayal (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) diubah,

sehingea Pasal 12 herbunyi sebagai berikut

Pasal 12

(1) Anggaran  belanja operasi  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 11
Rp 1.656.002,025.484,00 yang terdiri atas:

hurufl  a direncanakan  sebesar

a. belanja pegawai;
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6

—_
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—

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial,

Belanja  pegawai sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.782.282.216.308,00;
Belanja barang dan jasa schagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul b direncanakan sebesar Rp. 821.183.872.057,00;
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp 9.000.000.000,00;

Belanja subsidi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp 2.414.247.080,00;

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 38.223.090.039,00;

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.899.200.000,00.

5. Ketentuan Pasal 13, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3) dan
ayat (7) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

()

Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. 782.282.216.308,00 yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;

b. belanja tambahan Penghasilan ASN;

c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objek Lainnya ASN,

d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

f. belanja Penerimaan  Lainnya  Pimpinan DPRD  serta
KDH/WKDH,

Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul  a  direncanakan sebesar

Rp.422.756,293.829,00;

Belanja Tambahan  Penghasilan - ASN - sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hural b direncanakan sebesar
Rp 146.480.155.000,00;
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(4)

(5)

(6)

(7)

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objek Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 178.068.176.832,00,

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)  huruf d direncanakan  sehesar
Rp 29.248,414,944,00;

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurufl ¢ direncanakan schesar
Rp174.086.203,00;

Belanja  Penerimaan  Lainnya  Pimpinan DPRD  serta
KDH/WKDH scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf [
direncanakan sebesar Rp 1.505.100.000,00.

6. Ketentuan Pasal 14, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat

(6),

ayat (8), ayat (9), ayat (10) diubah, schingga pasal 14

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 14

Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 422.756.293.829,- yang terdiri atas:

. Belanja Gaji pokok ASN;
. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
Belanja Tunjangan Beras ASN;
. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN;
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
. Belanja luran Jaminan Kematian ASN.

- ol -l ol < T < T o W o o o

Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut
a direncanakan scbesar Rp.309.724.338.942,00;

Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul b direncanakan  sebesar
Rp. 32.204.455,225,00;

Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1) huruf ¢ direncanakan  sebesar
Rp.9.605.396.076,00;

Belanja Tunjongan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan  scbesar
Rp.').l).&'!?.58(1.‘_)75,{)(};

Belanja Tunjongan Fungsional Umum ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ direncanakan sebesar

Rp.4 #43.004.314,00;
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(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimakaud pada
nyal (n huraf f direneanalkan arhesar
Rp. 16070 234 873.00:

(]) Belania Tunjangan PPh/ Tunpanean Khuaa
sebagaimana dimakaud pada avat (1) hurufl g direncanakan
scbesar Rp.1.824.426.875,00;

{9) Relanja Pembulatan Gaji ASN 2ebagamimana dimalesud paeda
avat [1) huruf h direncanakan seheaar Rp. 15 871.870,00;

(10) Relanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN  sehagaimann
dimaksud pada avat (1) huruf i direneanakan aseheaar
Rp. 21.301.810.877,00;

(11) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja  ASN
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf j direncanakan
schesar Rp 950,406 212,00,

(12) Belanja luran Jaminan
dimaksud pada avat (1) huruf k direncanakan sebesar

Rp.2.378.541.229,00,

ASN

Kematian ASN sebagaimana

7. Ketentuan Pasal 19 | ayat (1) dan ayvat (2) diubah, sehingza
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19
(1) Anggaran pengeluaran pembiavaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp 31.278.516.129,- yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah; dan
c. Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp 5.000.000.000,00;

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp 20.000.000.000,00;

(4) Pembayaran cicilan  pokok utang vang jatuh  tempe
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 0.278.510.129,00

B Ketentuan Pasal 20O, ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehinggs

Pasal 20 berbunyi sebagal benkut

(1) Selisih  antara  anggaran  pendapatan daerah  dengan
angpdran belanja dacrah mengakibatkan tedadinya delisi

selesar Kp. 29 744 452 486,00,

Dipindai dengan CamScanner



(2) Pembiavaan netto vang merupakan selisih penerimaan
pembiayann terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp. 20.744.352.486,00.

/' 9. Ketentuan Pasal 21, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah,
schingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

(1) Lampiran | diubah, sebagaimana tercantum dalam
lampiran | yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

(2) Lampiran 1 diubah, sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1l yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini;

(3) Lampiran 1lI diubah, sebagaimana tercantum dalam
lampiran 1l yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 Juli 202!

Pj. BUPATI MUARA ENIM,
dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M

Diundangkan di Muara Enim
pada tangeal 19 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
RABUPLTIZN MUARA ENIM

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2027 NOMOR 17
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